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Abstrak 

 

 Perjanjian perkawinan merupakan salah satu komponen dari berbagai 

komponen yang tercantum dalam peraturan perkawinan di Indonesia. Eksistensi 

perjanjian perkawinan pada tatanan pengetahuan masyarakat sangat minim karena 

pengaruh berbagai faktor. Adanya perluasan makna tentang peraturan yang 

mengatur Perjanjian Perkawinan menimbulkan banyak pandangan dari kalangan 

pemegang otoritas dan kewenangan. Praktik terhadap perjanjian perkawinan 

menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari perubahan 

peraturan terkait perjanjian perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan dengan menjadikan lembaga pemegang kewenangan sebagai responden 

untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana praktik Pencatatan 

Perjanjian Perkawinan pasca penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pejabat Notaris di Kota 

Yogyakarta. Kedua, apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 menimbulkan perubahan sikap pada masyarakat terkait praktik 

pencatatan perjanjian perkawinan. 

 Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan terjun pada objek 

penelitian untuk mendapatkan data secara langsung (field research). Untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologi untuk melihat secara langsung bagaimana praktik pencatatan perjanjian 

perkawinan yang berlaku pada masyarakat. 

 Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah terdapat dua bagian. Pertama, praktik pencatatan perjanjian perkawinan 

di Kota Yogyakarta tidak menunjukan angka signifikan pada pencatatnya. Hal ini 

disebabkan oleh adanya pemahaman taklik talak yang dianggap sebagai perjanjian 

perkawinan, adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan hanya diperuntukan 

bagi pasangan perkawinan campuran, serta adanya keyakinan bahwa perjanjian 

perkawinan adalah pemisah harta perkawinan. Kedua, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak dapat mendatangkan banyak pengaruh 

kepada masyarakat. Masyarakat yang telah digolongkan melalui jenis perkawinan 

yang telah dilakukan dan jenis generasi kelahirannya menunjukkan bahwa 

terdapat keyakinan yang hidup pada masyarakat tentang perkawinan yang tidak 

membutuhkan perjanjian lagi didalamnya menjadi pedoman bahwa dalam 

perkawinan cukup dengan satu perjanjian yaitu akad. Sehingga adanya perjanjian 

perkawinan dapat diterapkan hanya ketika dibutuhkan keberadaannya. 

 

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Perubahan Masyarakat 
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Abstract  

Marriage agreements are one component of the various components listed in 

marriage regulations in Indonesia. The existence of a marriage agreement on the 

order of public knowledge is very minimal because of the influence of various 

factors. The expansion of the meaning of the rules governing the Marriage 

Agreement gives rise to many views from the authorities and authorities. The 

practice of marriage agreements is a benchmark to find out how the effects of 

changes in regulations related to marriage agreements.This research is a field 

research by making authority institutions as respondents to answer two problem 

statements. First, how is the practice of Recording Marriage Agreements after the 

issuance of the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 at the 

Office of Religious Affairs and Notary Officers Office in Yogyakarta City. 

Secondly, does the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 

cause a change in attitude towards the community regarding the practice of 

recording marriage agreements. 

This research is an empirical research by jumping on the object of research to 

get data directly (field research). To get a deep understanding, the method used in 

this research is analytic descriptive. This study uses a sociological approach to see 

firsthand how the practice of recording marriage agreements that apply to the 

community. 

The findings obtained in this study based on the formulation of the problem 

there are two parts. First, the practice of recording marriage agreements in the city 

of Yogyakarta does not show significant figures on the registrar. This is due to the 

understanding of divorce taklik which is considered as a marriage agreement, the 

belief that the marriage agreement is only intended for mixed marriage couples, 

and the belief that the marriage agreement is a separator of marriage 

assets.Second, the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 

cannot bring much influence to the community. Communities that have been 

classified through the type of marriage that has been done and the type of birth 

generation shows that there is a living belief in the community about marriage that 

does not need any more agreements in it to be a guideline that in marriage is 

enough with one agreement, namely the contract. So that a marriage agreement 

can be applied only when it is needed. 

Keywords: Marriage Agreement, Community Change 
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MOTTO 

 

 

هُ  لَكهم جَعلََُ وَٱلّلَهُ ِّ كهمُ  م  ا أوَفهس  ج ًۭ وََٰ هُ  لَكهم وَجَعلََُ أزَ  ِّ كهم م  ج  وََٰ  وَحَفدَةَ ًُۭ بَى يهَُ أزَ 

هَُ وَرَزَقَكهم ِّ تُ  م  ُۚ  ٱلطّي ِّبََٰ لُ   ط  بََٰ ىهونَُ أفََب ٱل  م  ون ههمُ  ٱلّلَ ُ وَب ى ع مَتُ  يهؤ  فهره َُۚيَك   

Bagi kalian Allah menciptakan pasangan-pasangan (istri-istri) dari jenis kalian 

sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu Dia ciptakan bagi kalian anak cucu 

keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rezeki yang baik-baik. 

[QS. An Nahl (16):72]. 
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 

1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa 

Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak ا

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 ṡa ṡ Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

Bawah) 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sy Es dan Ye ش



 x 

 ṣad ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 ḍad ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 

 ṭa ṭ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 ẓa ẓ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain „ Koma terbalik di„ ع

atas 

  Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و

ِ Ha H Ha 

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 ditulis  muta’aqqidin  يتعقديٍ 

 ditulis  ‘iddah عدة

C. Ta’Marbuṭah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulia hibah هبت



 xi 

 ditulis jizyah جسيت

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

  ‟ditulis  karāmah al-auliyā  كرايت الاونياء

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah 

ditulis t. 

 ditulis   zakātu fitri زكاة انفطرة

D. Vokal Pendek 

  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

------   َ  Fathah A A 

------    َ  Kasrah I I 

------  َ  Dammah U U 

 

E. Vokal Panjang  

Fathah + alif    ditulis  ā 

 ditulis  jāhiliyyah    جاههيت

Fathah + ya‟ mati  ditulis  ā 

 ditulis  yas’ā    يسعي

Kasrah + ya‟mati  ditulis  ῑ 

 ditulis  karῑm    كريى
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Ḍammah + wawu mati  ditulis  ū 

 ditulis   furūd    فروض

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya’ mati   ditulis   ai 

 ditulis   bainakum    بيُكى

Fathah + wawu mati  ditulis  au 

 ditulis   qaula    قول

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisihkan dengan 

Apostrof 

َتىأأ    ditulis   a’antum 

عدثأ    ditulis   u’iddat 

شكرتى ٌئل   ditulis  la’in syakartum 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

ٌأانقر   ditulis   al-Qur‟an 

 ditulis  al-Qiyās  انقياش

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)-nya 

 ’ditulis   as-Samā  انسًاء

 ditulis  asy-Sams  انشًص

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 



 xiii 

 ditulis   żawil al-furūḍ ذويانفروض

هم انسُت أ  ditulis  ahl as-sunnah 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerbitan Surat Edaran Kementrian Agama Nomor

B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca

Penerbitan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan salah satu upaya

pemerintah dalam memperbaiki peraturan terkait perjanjian perkawinan di

Indonesia. Permohonan uji materi terhadap pasal 29 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yang berisi tentang definisi perjanjian perkawinan menimbulkan

dampak cukup signifikan dalam ranah hukum.

Berdasarkan permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan

putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berisi tentang pembuatan perjanjian

kawin yang dapat dilakukan tidak hanya sebelum perkawinan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pada Pasal 45

Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan tersebut dijelaskan bahwa perjanjian

perkawinan dapat dilakukan baik sebelum atau setelah terjadinya perkawinan

dengan syarat perjanjian perkawinan yang dibuat harus dicatatkan dan dibuatkan

akta oleh notaris atau Pejabat Pencatat Perkawinan yang berwenang.

Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementrian Agama menerbitkan Surat

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan melalui lima pertimbangan, yaitu:
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1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada

waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh

notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);

2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom

catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status

perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);

3. Persayaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana

dimaksud pada lampiran I;

4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan

atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan

perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh

KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;

5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA

Kecamatan di wilayah Saudara.1

Adanya surat edaran tersebut disertai dengan lampiran tentang Persyaratan

dan Tata Cara Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan yang berisi tentang

penjelasan detail bagaimana prosedur bagi masyarakat yang akan mencatatkan

perjanjian perkawinan. Prosedur yang dijelaskan dalam lampiran Surat Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang

Pencatatan Perjanjian Perkawinan meliputi perjanjian perkawinan yang akan

dicatatkan baik sebelum menikah, setelah menikah (dalam pernikahan), perubahan

1 Surat Edaran Kementrian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan
Perjanjian Perkawinan
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(penambahan atau pencabutan), serta pejanjian perkawinan yang perkawinannya

tidak dicatatkan di Indonesia.

Detilnya prosedur yang ditetapkan kepada masyarakat bertujuan untuk

memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin

berkembang pesat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya sehingga

masyarakatnya cukup beragam. Keberagaman masyarakat tersebut yang membuat

Indonesia harus senantiasa menggerakkan segala aspek kehidupan demi

mewujudkan cita-cita negara. Namun demikian, keberagaman masyarakat

Indonesia tersebut tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan perilaku yang

beragam pula, baik perilaku yang positif dan negatif.

Tidak jarang ditemui masyarakat yang mematuhi peraturan dan melanggar

peraturan baik secara administratif maupun secara fisik. Demikian pula pada

prosedur-prosedur yang berlaku di Indonesia. Sebagian masyarakat yang

mengenyam pendidikan dapat dianggap mengetahui hukum yang berlaku di

Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan mereka

tidak dapat mengetahui prosedur-prosedur yang berlaku di Indonesia.

Sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian

Agama, Muhammadiyah Amin menyatakan bahwa jumlah pasangan yang

membuat dan mencatatkan perjanjian perkawinan sangat kecil. Muhammadiyah

Amin menyatakan bahwa dugaan sementara dari minimnya jumlah pasangan yang
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membuat perjanjian perkawinan dan mencatatkannya disebabkan oleh proses

administrasi yang harus melibatkan notaris dan KUA. 2

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Surat

Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor

B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 merupakan respon Pemerintah terhadap

permohonan yang diajukan oleh Ike Farida dengan menerbitkan ketentuan-

ketentuan terkait prosedur pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan khususnya dalam

praktiknya di masyarakat.

Oleh sebab itu, penulis ingin menelaah lebih lanjut tentang praktik

pencatatan Perjanjian Perkawinan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang disertai Surat Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian

Perkawinan yang saat ini diberlakukan pada Kantor Urusan Agama dan Kantor

Pejabat Notaris. Adanya perluasan wewenang bagi Pejabat Notaris menarik

perhatian peneliti tentang bagaimana praktik di lapangan dan pengaruhnya pada

masyarakat secara umum. Tidak hanya pada praktik dan pengaruhnya secara

umum, peneliti juga ingin mengetahui lebih lanjut apakah Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mendatangkan pengaruh baik terhadap

Pejabat Notaris maupun pada Pegawai Pencatat Nikah serta kepada masyarakat

umum.

2 Agus Sahbani, “Penyebab Minimnya Pencatatan Perjanjian Kawin,”
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7b01a54b5/penyebab-minimnya-pencatatan-
perjanjian-kawin/, akses pada 19 Agustus 2019.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7b01a54b5/penyebab-minimnya-pencatatan-perjanjian-kawin/
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b1f7b01a54b5/penyebab-minimnya-pencatatan-perjanjian-kawin/
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Adapun objek dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat yang

dipilih secara random, Kepala Kantor Urusan Agama, dan Pejabat Notaris di Kota

Yogyakarta sebagai pemegang kewenangan dan otoritas dalam pencatatan

perjanjian perkawinan. Serta beberapa masyarakat umum yang akan melakukan

perkawinan dan yang telah lama melakukan perkawinan dan masih berlangsung.

Penelitian dilaksanakan di Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta sering

dikenal sebagai Kota Pelajar sehingga dianggap sebagai kota yang sadar hukum.

Untuk itu penyusun ingin mengkaji secara langsung terkait respon masyarakat

terkait pencatatan Perjanjian Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis menarik

beberapa benang merah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan pasca penerbitan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kantor Urusan

Agama dan Kantor Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta?

2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

menimbulkan perubahan sikap pada masyarakat terkait praktik pencatatan

perjanjian perkawinan? Dan mengapa?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Untuk mengetahui bagaimana praktek Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Pasca Penerbitan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di kantor notaris se-

D.I Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui bagaimana perubahan sikap pada masyarakat terkait

pencatatan perjanjian perkawinan yang timbul setelah Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat dituai dan kontribusi bagi

masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Dengan mengetahui praktek Pencatatan Perjanjian Perkawinan pasca putusan

Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat menambah wawasan masyarakat bahwa

fasilitas bagi masyarakat dalam bidang perjanjian tidak hanya sebatas

perjanjian bisnis melainkan juga pada bidang perkawinan. Adanya penelitian

ini dapat menambah pengetahuan masyarakat umum bahwa pencatatan

perjanjian perkawinan tidak terbatas di KUA saja, tetapi juga dapat

dilaksanakan di Kantor Pejabat notaris.Hal ini merupakan salah satu bentuk

manfaat yang akan didapatkan oleh pembaca melalui penelitian ini.

b. Kegunaan yang dapat diambil dari rumusan masalah selanjutnya adalah,

pembaca dapat mengetahui bagaimana implikasi yang ditimbulkan oleh

penerbitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Implikasi yang dimaksud adalah bagaimana pengaruh Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut dalam perkembangan praktik perjanjian perkawinan pada
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masyarakat serta dampak yang ditimbulkan baik kepada Pejabat Pencatat

Nikah di Kantor Urusan Agama atau pun pejabat Notaris.

D. Telaah Pustaka

Tema pada penelitian ini telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu

dengan signifikansi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat berasal dari

sudut pandang berpikir, fokus permasalahan, dan metode penelitian yang

diterapkan. Adanya perbandingan tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa

setiap karya ilmiah memiliki ciri khas masing-masing sebagai bentuk dinamika

perkembangan dalam ilmu pengetahuan.

Terdapat ragam penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti

sebelumnya terkait implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 baik dari aspek pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan dan

aspek notaris sebagai pejabat yang membuat perjanjian. Adapun penelitian terkait

implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah

dilakukan oleh Haruri, Nyoman Mas, Ahmad Fiter dan para peneliti lainnya.

Haruri Sinar Dewi dalam karyanya berjudul Efektivitas Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Studi Kasus Dari Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta

Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga, mengkaji pada bagaimana implementasi

studi kasus dari putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pembuatan

perjanjian kawin oleh Notaris. Pada penelitian tersebut, Haruri mengkaji

bagaimana implementasi dari PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap pihak
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ketiga disertai dengan faktor pendukung dan penghambat yang didapati oleh

Notaris. 3

Berbeda dengan Haruri, Nyoman Mas Aryani pada jurnalnya yang

berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pada

Pembuatan Perjanjian Perkawinan menekankan pada bagaimana implikasi yang

ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

terhadap praktik pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris. Jurnal ini

mendapatkan temuan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

XIII/2015 secara jelas tidak mengatur tentang bagaimana status harta dalam

perjanjian. Melainkan secara implisit mengatur akibat hukum terhadap pihak

ketiga dalam perjanjian. 4

Karya tulis lainnya oleh Ahmad Fiter Mubarak yaitu Implikasi Putusan

Mahkamah Konstitusi Dalam Perkawinan Campuran di KUA Lelea Kabupaten

Indramayu (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan

Surat Edaran Dukcapil No. 472.2/5876/DUKCAPIL) mengkaji pada bagaimana

implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 setelah

adanya surat edaran dari DUKCAPIL Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL serta

3Haruri Sinar Dewi, “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Studi Kasus Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan
Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga,” Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surabaya (2018), hlm. 280.

4Nyoman Mas Aryani, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
Pada Pembuatan Perjanjian Perkawinan,” Jurnal Vyavaharaduta, Vol. XIII, No. 2 (September
2018), hlm. 63-72.
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apakah Kantor Urusan Agama harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut. 5

Penekanan lainnya pada aspek pemisahan harta dalam perjanjian

perkawinan terdapat penelitian yang telah dilakukan oleh Ida Sanjaya, Dewi

Mulyati, dan Muhammad Lutfi. Menurut Ida Sanjaya dalam penelitiannya yang

berjudul Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Catatan Sipil

Apabila Terjadi Perceraian, fokus penelitian tersebut adalah pada substansi dari

dibuatnya perjanjian perkawinan antara suami istri serta akibat hukum terhadap

perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan. Melalui karya tulis tersebut Ida

menemukan bahwa tujuan utama dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah

untuk menghindari sistem peraturan yang diatur oleh KUHPerdata yang

menurutnya telah menganut sistem percampuran harta kekayaan.6

Berbeda dengan Ida Sanjaya, Dewi Mulyati melalui karyanya berjudul

Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara

Indonesia Dengan Warga Negara Asing memfokuskan pada permasalahan yang

terdapat pada analisis terhadap perlindungan hukum dalam pembuatan perjanjian

pemisahan harta dalam perkawinan WNI dan WNA. Penelitian ini menunjukkan

bahwa adanya perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum bagi

para pihak yang membuatnya. Akta yang diberikan oleh notaris dapat menjadi

5Ahmad Fiter Mubarok, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkawinan
Campuran Di KUA Lelea Kabupaten Indramayu (Studi Putusan MK N0. 69/PUU-XIII/2015 dan
Surat Edaran DUKCAPIL No. 472.2/5876/DUKCAPIL),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, (Mei 2018), hlm, 5.

6Ida Sanjaya, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat di Catatan Sipil
Apabila Terjadi Perceraian,” Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya (April 2018),
hlm. 15.
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bukti tertulis di Pengadilan jika terjadi masalah di kemudian hari.serta

berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dan kewenangan Notaris dalam Pasal 15

Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris berwenang untuk

membuat akta autentik terkait segala perjanjian.7

Muhammad Lutfi Juniarto Ahmad dalam karyanya dengan judul Hak dan

Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembuatan

Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung mengkaji pada apakah

latar belakang yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga

memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung

serta akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut terhadap hak dan kewajiban

mereka.8

Meskipun terdapat berbagai penelitian terkait perjanjian perkawinan

setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 baik

berkaitan dengan aspek pemisahan harta perkawinan dan implikasi putusan

tersebut, masih sedikit penelitian yang membahas terkait praktik dari perjanjian

perkawinan secara langsung dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015 pada sikap KUA dan masyarakat. Untuk itu penyusun tertarik

untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik pencatatan perjanjian perkawinan

pada masyarakat sebagai pelaku serta dari pejabat yaitu Kepala Kantor Urusan

7Dewi Mulyati, “Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara
Indonesia Dengan Warga Negara Asing,” Jurnal IUS Vol. V No. 2 Magister Kenotariatan
Universitas Mataram (Agustus 2017), hlm. 264-282.

8Muhammad Lutfi Juniarto Ahmad, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan
Mahkamah Konstitusi Tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan
Berlangsung,” Jurnal Lentera Hukum Vol. 5 Issue 1 Universitas Brawijaya (2018), hlm.
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Agama dan Pejabat Notaris yang berwenang untuk membuat dan mencatatkan

dalam arsip negara.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Kewenangan

Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada

kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat

ataupun Badan Usaha Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakn suatu

perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut

bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.9

Dalam tatanan hukum administrasi negara, dasar bagi pemerintah untuk

melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan bevoegdheid

yang berkaitan dengan suatu jabatan atau ambt. Jabatan memperoleh wewenang

melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat, ketiga sumber

kewenangan ini akan melahirkan kewenangan (bevoegdheid, legal power,

competence).10Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi

pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan perundang-

undangan. Perundang-undanganlah yang mencipatakan suatu wewenang

pemerintahan baru. Jadi pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh

suatu peraturan perundang-undangan.11

9Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004),
hlm. 77.

10Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction to the
Indonesian Administrative Law, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 139-140.

11Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan
Akta, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 78.
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Kewenangan dalam hal ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada

Kantor Urusan Agama sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementrian Agama,

maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975, jo. Instruksi

Menteri Agama Nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementrian

Agama. Dalam keputusan tersebut, pada Pasal 717 disebutkan bahwa Kantor

Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian

tugas Kantor Kementrian Agama di Kabupaten/Kota, yaitu melakukan sebagian

tugas pembangunan di bidang Agama dalam wilayah Kecamatan di bidang

Urusan Agama Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Pasal 718

disebutkan fungsi KUA adalah:

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;

b. Menyelenggarakan surat menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan,

dan rumah tangga Kantor Urusan Agama;

c. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk bagi masyarakat setempat yang

beragama Islam, pembinaan kemasjidan, ZIS, wakaf, baitul maal, dan ibadah

sosial, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah, penanganan lintas

sektoral, penyelenggaraan manasik haji dan pusat informasi haji tingkat

kecamatan, pembinaan produk halal, hisab rukyat dan kemitraan umat sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat

Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.12

12Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, “Pedoman Pegawai Pencatat
Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan”, Departemen Agama RI, (Jakarta, 2004), hlm. 6



13

Selanjutnya setelah mengalami perubahan dan penyempurnaan, terbit

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang

Pencatatan Perkawinan sebagai realisasi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11

Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang dianggap sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan masyarakat.13

Pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 Bab VI tentang Perjanjian Perkawinan,

dijelaskan bahwa, Pasal 19 ayat (2) ”perjanjian perkawinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan notaris.”14

Pasal 20: (1) pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada Akta Perkawinan dan

Buku Pencatatan Perkawinan, (2) persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian

perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.15

Dalam hal perjanjian perkawinan kewenangan selanjutnya diberikan

kepada Pejabat Notaris sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) Undang-

Undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris

adalah membuat akta secara umum. Hal ini disebut sebagai Kewenangan umum

Notaris dengan batasan sepanjang:

a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

13Pertimbangan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan.

14Pasal 19 ayat (1), Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan
Perkawinan.

15Pasal 20, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
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b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh

aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;

c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa

akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut

dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari

akta Notaris, maka ada dua kesimpulan yaitu:

a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para

pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang

berlaku.

b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti

lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar

tersebut wajib membuktikan atau pernyatannya sesuai aturan hukum yang

berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat

publik dari jabatan Notaris.16

Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran

dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris

juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-

undangan kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat

umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak

16Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.81.
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yang secara manfaat dan mufakat meminta jasa notaris yang pada dasarnya adalah

sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang

bersengketa. 17

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, salah satu tugas jabatan notaris

adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap

kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa notaris tidak memihak tetap mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak

dan tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam

menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan

undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu, tidak diperbolehkan

sebagai saksi atau sebagai pihak berkepentingan pada akta yang dibuat

dihadapannya.Tugas pokok notaris ialah membuat akta otentik, baik yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang

tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.18

2. Teori Birokrasi

Birokrasi Indonesia dibagi menjadi beberapa fungsi penting sesuai dengan

kategori pelaksanaan tugas yaitu birokrasi pemerintah umum, birokrasi

pembangunan, dan birokrasi pelayanan. Birokrasi pemerintah umum adalah

institusi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum,

termasuk tugas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban dari tiingkat pusat

sampai ke daerah. Sedangkan birokrasi pembangunan adalah institusi

pemerintahan yang menyelenggarakan salah satu bidang khusus dalam rangka

17Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), hlm.37.

18Ibid, hlm. 37.
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mencapai tujuan pembangunan, misalnya pendidikan, kesehatan, pertanian,

industri, dll. Selanjutnya birokrasi pelayanan adalah unit-unit institusi yang

berhubungan secara langsung dengan masyarakat, memberikan jasa atau

pelayanan.19

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2009 Tentang Pelayanan Publik bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan

peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.20

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan dapat memperkuat

demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi

sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak

dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada

pemerintahan dan administrasi publik. Prinsip-prinsip pelayanan publik

dimaksudkan agar pelayanan publik menjadi prima dan dapat memuaskan

khalayak pengguna pelayanan yang bersangkutan.21

3. Teori Kesadaran

Teori perubahan sosial (social change theory) sebagaimana telah

dikemukakan oleh Soleman B. Toneko, bahwa bekerjanya hukum dalam

19Suwarno, “Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik,” Jurnal
UNISIA Vol. XXXI No. 69 (September 2008), hlm. 254-262.

20Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
21Agus Hiplunudin, Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik: Tinjauan Kritis Ilmu

Administrasi Negara, (Yogayakarta: Calpulis, 2017), hlm. 115.
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masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif

maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan

sebagai perubahan sosial. Suatu perubahan sosial tidak laindari penyimpangan

kolektif dari pola yang telah mapan.22

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan

senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang

berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar

masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap

faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan

menghalanginya. Beberapa faktor yang mungkin mendorong terjadinya perubahan

adalah kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, sistem pendidikan yang

maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, sistem stratifikasi

yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap

bidang-bidang kehidupan tertentu dan orientasi berpikir kepada masa depan.23

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menyatakan proses perubahan sosial

tersebut biasanya berlangsung melalui saluran-saluran perubahan tertentu.

Saluran-saluran tersebut ada pada berbagai bidang kehidupan, dan biasanya

pengaruh kuat akan datang dari kehidupan yang pada saat menjadi pusat perhatian

masyarakat. Dalam proses perubahan sosial, kadang-kadang dipertentangkan

antara perubahan di bidang material. Sebenarnya antara kedua aspek itu tidak ada

22Soleman B. Toneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo,
1993), hlm. 69.

23Soerjono Soekantooo, et al., Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta: Bina Aksara,
1993), hlm. 17.
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pertentangan, yang ada adalah kemungkinan salah satu aspek tertinggal dengan

aspek yang lain. Hal ini disebabkan karena aspek material lebih mudak

mengalami perubahan, sedangkan aspek spiritual sulit untuk diubah karena

menyangkut dengan mentalitas manusia sehingga tampak selalu tertinggal dengan

perubahan di bidang material.24

Dalam buku yang lain Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa

perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-

norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-

lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan sebagainya.

Oleh karena luasnya bidang di mana mungkin terjadi perubahan apa yang hendak

dilaksanakan. Untuk melaksanakan hal itu perlu ditanyakan bahwa perubahan-

perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga sosial di dalam

masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-

nilai yang sudah berakar dalam masyarakat dan juga pola-pola perilaku di antara

kelompok-kelompok masyarakat.25

Keadaan baru yang timbul sebagai akibat dari perubahan sosial memang

dapat mempengaruhi masyarakat. Tetapi menurut Sinzheimen sebagaimana yang

dikutip oleh Soetjipto Rahardjo, mengungkapkan masih perlu dipertanyakan lebih

lanjut apakah hal-hal baru tersebut memang mampu menggerakkan lapisan

masyarakat untuk melakukan perubahan pada hukumnya. Ada faktor-faktor yang

esensial dalam masyarakat yang bekerja sedemikian rupa sehingga memberikan

24Ibid, hlm. 18.
25Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: PT. Citra Aditya,

1991), hlm. 17.
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corak konservatif pada masyarakat itu. Faktor-faktor itu akan membiarkan

masyarakat untuk tetap bertahan pada keadaannya yang semula, sekalipun

penderitaan yang ditanggung oleh masyarakat itu telah menjadi sedemikiaan rupa

hebatnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa apatisme, sikap keagamaan,

hambatan, dan sebagainya.26

Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah

bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur itu adalah, keadaan baru yang

timbul, dan kesadaran akan perlunya perubahan sosial pada masyarakat yang

bersangkutan itu sendiri. Menurut Sinzheiman sebagaimana dikutip oleh Soetjipto

Rahardjo bahwa syarat terjadinya perubahan pada hukum, baru ada manakala

timbul hal yang baru dalam kehidupan masyarakat dan hal baru itu dapat

melahirkan emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena. Biasanya pihak yang

terkena efek dari hukum baru itu mengadakan langkah-langkah menghadapi

keadaan itu untuk menuju kepada kehidupan baru yang sesuai dengan kehendak

mereka.27

Soleman B. Toneko mengemukakan bahwa berlakunya hukum baru akan

menimbulkan banyak perubahan. Jika perubahan itu terjadi maka akan ada faktor-

faktor yang mengalami perubahan. Ada kemungkinan seluruhnya akan berubah,

namun yang jelas perubahan itu akan menimbulkan keadaan tertentu, misalnya

terjadi disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi merupakan suatu keadaan di

mana tidak akan ada keserasian antara unsur-unsur yang ada dan ini dapat terjadi

karena nilai-nilai atau norma-norma baru yang mengatur hubungan di antara

26Soetjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 101.
27Ibid, hlm. 147.
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mereka. Nilai-nilai atau norma-norma itu mungkin saja gabungan antara yang

baru dan yang lama, sebab disorganisasi dan reorganisasi biasanya terjadi secara

bersamaan dan serentak. Kedua proses ini terjadi secara tumpang-tindih dalam

waktu dan meliputi generasi-generasi yang terlibat dalam perubahan tersebut.28

Oleh karena nilai-nilai atau norma-norma yang baru dan yang lama ada

secara bersamaan, tidak mengherankan nilai-nilai dan pola tingkah laku yang lama

masih diterapkan pada lembaga-lembaga yang baru. Jika pola tingkah laku dan

nilai-nilai dari pola tingkah laku lama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jika ada kecocokan di antara keduanya, nilai-nilai atau norma-norma yang lama

dan baru biasanya dapat dipertahankan, karena keduanya merupakan bagian dari

lembaga-lembaga lainnya yang masih memainkan peranan yang dominan dalam

kehidupan masyarakat. Jika keduanya ada kecocokan, maka pola tingkah laku

lama dan yang baru akan bersatu dalam lembaga yang baru dan ditata sedemikian

rupa sehingga sesuai dengan struktur kehidupan masyarakat yang baru.29

Selanjutnya teori kesadaran ini didukung dengan teori generasi Baby

Boomers, X, Y, dan Z yang ditemukan oleh Don Tapscott. Teori ini dijelaskan

melalui temuan bahwa pasca perang dunia kedua terdapat lima generasi yang

dilahirkan yaitu Baby Boomers (lahir tahun 1946-1964), generasi X (lahir tahun

1965-1980), generasi Y (lahir tahun 1981-1994), dan generasi Z (lahir tahun

1995-2010).30

28Soleman B. Toneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Raja Grafindo,
1993), hlm. 69.

29Ibid, hlm. 27.
30 Teguh Dwi Putranto, Kelas Sosial Dan Perempuan Generasi Z di Surabaya Dalam

Membuat Keputusan Setelah Lulus Sekolah Menengah Atas, Jurnal Komunikasi Profesional Vol.
2, No. 1, Juni 2018, hlm. 19
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Generasi Baby Boomers merupakan generasi yang lahir setelah adanya

Perang Dunia Kedua dari tahun 1946 hingga 1964. Julukan ini diberikan karena

pada masa ini terjadi pertambahan angka kelahiran yang tinggi sebagai imbas dari

Perang Dunia Kedua yang menewaskan banyak korban. Generasi ini dikenal

sebagai generasi pekerja keras dan idealis tetapi kurang adaptif. Golongan ini

cenderung hidup mandiri dan tidak bergantung pada keluarga. 31

Pada generasi X yang lahir pada tahun 1965-1976 disebut sebagai generasi

yang mahir dalam memecahkan masalah dan sangat baik dalam hal pengaturan

atau good manager. Pada generasi ini internet sudah dikembangkan namun masih

tergolong pada “masa kegelapan” dimana akses internet masih pada kecepatan

yang sangat lambat.32

Berbeda dengan generasi X, generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada

era internet booming dengan ciri-ciri karakteristik masing-masing individu

berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya,

pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya,

pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan

perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi,

sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang

terjadi di sekelilingnya, serta memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.33

31 Ibid, hlm. 20.

32Ibid, hlm. 20.

33 Yanuar Surya Putra, Theoritical Review: Teori Perbedaan Generasi, Jurnal STIE AMA
Salatiga, hlm. 8.
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Sedangkan pada generasi Z sering disebut sebagai generasi paling muda

yang baru memasuki angkatan kerja adalah generasi Z, disebut juga I Generation

atau generasi internet. Generasi Z memiliki kesamaan dengan generasi Y, tapi

generasi Z mampu mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu (multi

tasking) seperti: menjalankan sosial media menggunakan ponsel, browsing

menggunakan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang

dilakukan kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Sejak kecil generasi ini

sudah mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak

langsung berpengaruh terhadap kepribadian.34

F. Metode Penelitian

Dalam pembuatan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan metode

penelitian yang sesuai dengan topik penelitian yaitu praktik perjanjian perkawinan.

Tujuan penggunaan metode dalam penelitian adalah sebagai acuan agar penelitian

dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Adapun metode penelitian yang

digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian field research (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan

salah satu penelitian yang cenderung pada penelitian empiris. Penelitian empiris

sendiri adalah suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan

yang sebenarnya.35 Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian empiris

sosiologis karena sebagaimana dipaparkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk

34 Ibid, hlm. 9

35 Kartini Kartono, Pengantar Riset Social, (Bandung: Manjar Maju, 2002), hlm. 32.
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mengetahui lebih lanjut bagaimana praktik Pencatatan Perjanjian Perkawinan

pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

2. Sifat penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu penelitian yang

bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada

pada masa sekarang dan pada masa-masa yang aktual.36 Demikian pula dalam

penelitian ini, peneliti mendeskripsikan topik penelitian dengan permasalahan

terkait. Peneliti memaparkan pokok masalah yaitu bagaimana praktik Pencatatan

Perjanjian Perkawinan dalam masyarakat dan implikasi dari putusan yang telah

ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Deskripsi

penelitian ini didukung oleh analisis serta penelitan lapangan yang dilakukan oleh

peneliti secara langsung.

3. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dilakukan dengan mengidentifikasi

dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional

dalam sistem kehidupan yang mempola.37 Melalui pendekatan ini, peneliti dapat

melihat secara langsung bagaimana praktik perjanjian perkawinan yang berlaku

pada masyarakat. Sehingga dapat membuktikan bagaimana praktik Pencatatan

Perjanjian Perkawinan dalam kehidupan masyarakat jika disandingkan dengan

peraturan terkait. Pendekatan ini sering dikenal sebagai pendekatan yuridis

36 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, (Yogyakarta: UII Press, 1986),
hlm. 13.

37 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Press, 1986), hlm. 51.
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sosiologis karena peneliti terjun langsung kepada objek penelitian dan lokasi

penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara

dan dokumentasi, karena data yang dibutuhkan peneliti akan didapatkan dengan

membuka percakapan dengan informan yang telah dipilih dan juga melalui

dokumentasi-dokumentasi bersama informan.

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan

secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.38 Teknik wawancara yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur, yaitu percakapan

yang diarahkan untuk menggali topik-topik yang telah ditetapkan dan pertanyaan-

pertanyaan baru yang muncul ketika proses wawancara berlangsung merupakan

bentuk pendalaman dari topik tersebut. Hal ini disesuaikan dengan teknik

pelaksanaanya yang tidak berencana, sehingga dalam wawancara ini peneliti

tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Sehingga alat yang

digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang

nantinya akan ditanyakan kepada informan.39

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti kepada 12 orang

yang usianya sesuai dengan teori generasi sebagaimana disebutkan sebelumnya,

serta kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang berperan sebagai Pegawai

38 Burhan Ash-Shofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2004), hlm.
95.

39 Burhan, Metode Penelitian Hukum, hlm. 96.
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Pencatat Nikah dan Pejabat Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk

membuat perjanjian perkawinan. Adapun wawancara dilakukan oleh penyusun

dengan Bapak Nurohini selaku Kepala KUA Kecamatan Wirobrajan, Bapak

Lukman Hakim Kepala KUA Kecamatan Danurejan, Bapak Suparman Kepala

KUA Kecamatan Kotagede, Bapak Saeful Anwar Kepala KUA Kecamatan

Gondokusuman, Bapak Handri Kusuma Kepala KUA Kecamatan Gedongkuning,

Edwin Rusdi selaku Pejabat Notaris di Kota Yogyakarta.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, foto, majalah, prasasti, notulen rapat,

agenda, dan sebagainya.40 Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan

oleh peneliti sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk menemukan

data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang berkaitan

dengan tema penelitian ini. Data yang nantinya didapatkan oleh peneliti akan

menjadi data sekunder yang menjadi penunjang data primer pada penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang telah

didapatkan oleh penyusun dari beberapa narasumber terpilih sebagaimana

disebutkan sebelumnya dan dokumen penting seperti akta perjanjian perkawinan

dan akta perkawinan. Sedangkan yang termasuk data sekunder pada penelitian ini

adalah buku-buku sumber tertulis yang mengandung kajian tentang perjanjian

perkawinan serta peraturan perundang-udangan yang telah peneliti cantumkan

pada lampiran penelitan.

40 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: RIneta
Cipta, 2002), hlm. 231.
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5. Analisis data

Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan data

kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.41 Dalam analisis data ini

peneliti merumuskan suatu jawaban dari permasalahan dalam penelitian, yaitu

dengan melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar data

mentah yang telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami.

Pelaksanaan analisis ini sendiri harus menggunakan teori-teori yang relevan, yaitu

teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

Adapun metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

analisis deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

akan diamati. Dalam tahapan ini peneliti mendeskripsikan dan memaparkan data

dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing

kemudian menganalisisnya sesuai dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan

perjanjian perkawinan baik teori maupun praktik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami penelitian ini, penyusun

membagi tulisan menjadi lima bagian. Pembagian ini ditujukan untuk

mempermudah peneliti dalam memaparkan data dan teori. Sehingga dapat

menyajikan laporan penelitian dengan tepat dan sistematis.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan dalam karya tulis tentang latar

belakang masalah yang menjadi daya tarik yang digunakan penyusun dalam

41 Lexy A. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet XXI, (Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2005), hlm. 280.
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penelitian. Pada bab ini penyusun akan memaparkan dan mendeskripsikan

gambaran umum tentang penelitian yang akan dilaksanakan. Paparan data pada

bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam penelitian ini berisi tentang pemaparan tinjauan umum

tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tinjauan umum ini meliputi penjelasan

tentang waktu dalam Perjanjian Perkawinan, otoritas dan kewenangan dalam

mencatatkan Perjanjian Perkawinan, dan ketentuan Perjanjian Perkawinan.

Kemudian dilengkapi dengan penjelasan tentang perubahan ketentuan Perjanjian

Perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

yang mencakup latar belakang putusan dan isi putusan. Serta penjelasan terkait

mekanisme pelaporan pencatatan perjanjian perkawinan melalui Surat Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017.

Bab ketiga berupa penjelasan tentang pemahaman dan fenomena pada

praktik perjanjian perkawinan baik di Kantor Urusan Agama dan Kantor Pejabat

Notaris di Kota Yogyakarta. Melalui sudut pandang Kantor Urusan Agama,

penyusun menjelaskan adanya pemahaman masyarakat bahwa perjanjian

perkawinan adalah terbatas pada taklik talak, perjanjian perkawinan hanya

diperuntukkan bagi pelaku perkawinan campuran, serta perjanjian perkawinan

hanya sarana untuk pemisahan harta perkawinan yang ketentuannya telah

dijelaskan dalam harta bersama. Sedangkan melalui sudut pandang Pejabat
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Notaris penyusun menjelaskan bahwa dalam hal pembuatan perjanjian

perkawinan Pejabat Notaris memiliki batasan-batasan tertentu dalam mekanisme

pembuatan perjanjian.

Bab keempat penyusun menjelaskan sikap masyarakat pasca Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penjelasan ini mencakup

pencatatan perjanjian perkawinan melalui jenis perkawinan pasangan yaitu

pasangan yang baru menikah dan pasangan yang telah lama menikah dan masih

berlangsung hingga saat ini. Kemudian penjelasan tentang kasus-kasus pencatatan

perjanjian perkawinan dari jenis kewarganegaraan pasangan yang membuat

perjanjian perkawinan. Serta pengaruh dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015 kepada sikap masyarakat dalam praktik pencatatan perjanjian

perkawinan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi paparan kesimpulan dari

seluruh rangkaian penelitian serta saran-saran baik dari peneliti, narasumber, dan

penguji.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa poin

penting yaitu:

1. Adapun praktik pencatatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Kota Yogyakarta tidak menunjukkan

angka signifikan bagi pencatatnya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa

praktik pencatatan perjanjian perkawinan masih sangat sedikit karena adanya

beberapa keyakinan yang melekat pada masyarakat. Keyakinan dimaksud

yang pertama, adalah adanya pemahaman taklik talak yang dianggap sebagai

perjanjian perkawinan. Kedua, adanya keyakinan bahwa perjanjian

perkawinan hanya diperuntukan bagi pasangan perkawinan campuran. Ketiga

yaitu adanya keyakinan bahwa perjanjian perkawinan adalah pemisah harta

perkawinan yang ditentang oleh kalangan masyarakat adat.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak dapat

mendatangkan banyak pengaruh kepada masyarakat. Masyarakat yang telah

digolongkan melalui jenis perkawinan yang telah dilakukan dan jenis generasi

kelahirannya menunjukkan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak membuat mereka ingin membuat perjanjian

perkawinan. Keyakinan yang hidup pada masyarakat tentang perkawinan

yang tidak membutuhkan perjanjian lagi didalamnya menjadi pedoman

bahwa dalam perkawinan cukup dengan satu perjanjian yaitu akad. Sehingga
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adanya perjanjian perkawinan dapat diterapkan hanya ketika dibutuhkan

keberadaannya.

B. Saran-saran

1. Hakikatnya perjanjian perkawinan merupakan sarana bagi para pasangan

menikah yang tidak ingin harta pribadinya tercampur karena perkawinan.

Seiring berkembanganya zaman, perjanjian perkawinan tidak dapat

dipandang sebagai hal tabu yang semata-mata memisahkan harta dalam

perkawinan. Sebab adanya perjanjian perkawinan merupakan bentuk

kebijakan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beragam.

Apabila disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang memicu

kebutuhan manusia, perjanjian perkawinan dapat menjadi solusi bagi

pasangan yang telah menikah atau akan menikah karena mengandung

kepastian bagi satu sama lain.

2. Hendaknya bagi para pemegang wewenang dalam hal perjanjian perkawinan

baik Pegawai Pencatat Nikah dan Pejabat Notaris senantiasa membagikan

pengetahuan tentang perjanjian perkawinan terhadap masyarakat. Sebab

perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dapat menjadi acuan

bagi masing-masing pihak dalam menjalankan kehidupan perkawinan.

3. Kepada para pembaca dan teman-teman akademik, semoga karya tulis ini

dapat menjadi penambah wawasan dan mengembangkan pemikiran dalam

bidang hukum Islam khususnya Perkawinan. Semoga penelitian ini dapat

menjadi pembuka wawasan untuk melakukan penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA 

1. Hukum  

Kompilasi Hukum Islam 

 

2. Peraturan perundang-undangan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan 

Perkawinan 

 

3. Putusan pengadilan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 

69/PUU-XIII/2015 

4. Jurnal 

Ahmad Fiter Mubarok, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam 

Perkawinan Campuran Di KUA Lelea Kabupaten Indramayu (Studi 

Putusan MK N0. 69/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran DUKCAPIL No. 

472.2/5876/DUKCAPIL),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam 

Indonesia, Mei 2018. 

Dewi Mulyati, “Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan 

Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing,” Jurnal IUS 



Vol. V No. 2 Magister Kenotariatan Universitas Mataram Agustus 2017. 

pp. 264-282. 

Haruri Sinar Dewi, “Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 Studi Kasus Dari Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin 

Bagi Pihak Ketiga,” Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surabaya , 2018. 

Ida Sanjaya, “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat di 

Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian,” Jurnal Hukum Bisnis 

Universitas Narotama Surabaya April 2018. 

Muhammad Lutfi Juniarto Ahmad, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat 

Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pembuatan Perjanjian 

Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung,” Jurnal Lentera Hukum 

Vol. 5 Issue 1 Universitas Brawijaya 2018. 

Nyoman Mas Aryani, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 Pada Pembuatan Perjanjian Perkawinan,” Jurnal 

Vyavaharaduta, Vol. XIII, Nomor 2 September 2018, pp. 63-72. 

Suwarno, “Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman 

Empirik,” Jurnal UNISIA Vol. XXXI No. 69 September 2008, pp. 

254-262. 

 

5. Lain-lain 

Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, The Law of Lov, Jakarta: Visimedia, 

2015. 

Agus Hiplunudin, Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik: Tinjauan 

Kritis Ilmu Administrasi Negara, Yogayakarta: Calpulis, 2017 

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1998. 



Burhan Ash-Shofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 

2004. 

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, “Pedoman 

Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan”, 

Departemen Agama RI, Jakarta, 2004. 

 

H. M. Anshary, Kedudukan Anak Dalam Hukum Islam dan Nasional, 

Bandung: CV Mandae Maju, 2014. 

 

Henry Lee A Weng, Beberapa Segi Hukum dan Perjanjian Perkawinan, 

Medan: Rainbow, 1990. 

 

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: PT Refika Aditama, 

2009. 

 

K. Wantijik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet VI, Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1980. 

 

Kartini Kartono, Pengantar Riset Social, Bandung: Manjar Maju, 2002. 

 

Lexy A. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet XXI, Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2005. 

 

Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2004. 

 

Martiman Prodjohamidjodjo, Hukum Perkawinan di Indonesia Indonesia: 

Legal Center Publishing, 2002. 



 

Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia 

Introduction to the Indonesian Administrative Law, Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2005. 

 

R. Sotojo Prawirohamiidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan 

Keluarga, Bandung: Alumni, 1980. 

 

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam 

Pembuatan Akta, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011. 

 

Soleman B. Toneko, Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: 

Raja Grafindo, 1993. 

 

Soerjono Soekanto, et al., Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: 

Bina Aksara, 1993. 

 

------, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: PT. Citra Aditya, 

1991. 

 

------, Pengantar Penelitian Hukum, cet. III, Yogyakarta: UII Press, 1986. 

 

Soetjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1980. 

 

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: 

RIneta Cipta, 2002. 

 

Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2006. 

 



Surat Edaran Kementrian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 

tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan 

 

6. Wawancara  

Wawancara dengan Lukman Hakim, Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Danurejan, Yogyakarta, pada tanggal 19 Juni 2019. 

Wawancara dengan Suparman, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kotagede, Yogyakarta, pada tanggal 17 Juni 2019. 

Wawancara dengan Saeful Anwar, Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, pada tanggal 17 Juni 2019. 

Wawancara dengan Handri Kusuma, Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta, pada tanggal 24 Juni 2019. 

Wawancara dengan Bapak Noerohini, Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, pada tanggal 24 Juni 2019. 

Wawancara dengan Ir. Edwin Rusdi, S.H.,M.Kn, Pejabat Notaris di Kota 

Yogyakarta, pada tanggal 25 Juni 2019 

 



LAMPIRAN 

















































 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURICULUM VITAE 

 

Data Diri 

Nama Lengkap : LAILLYA BUANG LARA 

NIM   : 17203011020 

Tempat/Tanggal lahir : Balikpapan, 06 April 1995 

Alamat   : Jalan Raya Dungus No.09, Munggut, Kabupaten Madiun 

Nomor Telp  : 0822 9828 3899 

Email   : laillyabl@gmail.com 

 

Riwayat Pendidikan Formal 

2001-2007 : Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ulum Madiun 

2007-2010 : Mts. Al-Mawaddah Ponorogo 

2010-2013 : Mas. Al-Mawaddah Ponorogo 

2013-2017 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

  

 

mailto:laillyabl@gmail.com

	HALAMAN JUDUL
	Abstrak
	Abstract
	SURAT PERNYATAAN
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



